
BUPATI BARITO KUALA 
PROVINSI KALIMANTAN S ELAT AN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 72 TAHUN 2024 

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam tangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih
dan sehat, mencegph penyebaran penyakit berbasis lingkungan, 
meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan 
akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan 
sanitasi total berbasis masyarakat;

b. berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung 
jawab dan peran dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat melalui penyusunan kebijakan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito 
Kuala tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Ngara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 
Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum 
dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 389);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 193);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 
Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pbmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.

6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah 
perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan cara pemicuan.

7. Higiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang 
menitikberatkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi 
kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiolgi, fisika, kimia dan 
radioaktifitas yang dapat membahayakan kesehatan.

8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan 
sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat

9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya 
disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu 
dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang 
air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan 
penyakit.

10. Cud Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencud 
tangan denga nmenggunakan air bersih yang mengalir 
dan sabun.

11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah 
melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah 
tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber 
air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk 
menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses 
pengelolaan makanan di rumah tangga.

12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah 
melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah 
tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, 
memakai ulang dan mendau rulang.

13. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga adalah 
melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumaht 
angga yang berasal dari sisa kegiatan mencud, kamar 
mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu 
Kesehatan lingkungan dan persyaratan Kesehatan yang 
mampu memutus mate rantai penularan penyakit.



14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa 
dansosial yang memungkinkan setiap orang produktif 
secara sosial dan ekonomis.

15. Deraj at kesehatan masyarakat yang optimal adalah 
tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin 
dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan 
situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang 
atau masyarakat dan harus selalu diusahakan 
peningkatannya secara terns menerus.

16. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang 
efektif untuk memutus mala rantai pcnularan pcnyakit.

17. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan 
perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat 
atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, 
pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau 
masyarakat.

18. Tim Keija Stop Buang Air Besar Sembarangan yang 
selanjutnya disebut Tim Keija SBS adalah Tim yang 
dibentuk untuk mendukung dan memastikan 
penyelenggaraan STBM secara beijenjang dan 
konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.

19. Sistem Monitoring SBS selanjutnya disebut E-Monev STBM adalah 
system monitoring dan evaluasi STBM yang berbasis Website 
dikembangkan untuk memudahkan proses mengalimya data dari 
sumber terdekat ditingkat desa kepada pihak lain yang akan 
menggunakan informasi STBM.

20. Semangat Baja adalah progam Stop Buang Air Besar 
Sembarangan dengan slogan Semua Masyarakat Sehat 
Ban gun Jamban.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peratuian Bupati ini sebagai 

pedomanmenyelcnggarakan STBM untuk mewujudkan perilaku 
masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka 
memngkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- 
tinggnya.

(2) Peratuian Bupati ini bertujuan untuk;
a. Fembagian tugas dan wewenang Femerintah Daerah, 

Kecamatan dan Pemciintah Desa dalam penyelenggaraan 
pilar - pilar STBM;

b. Mendorong Terciptanya Desa Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (SBS); dan

c. Mendorong Terwujudnya Kabupaten Sehat.

BAB in
PERENCANAAN 

Pasal 3
(1) Fenencanaan STBM disusun sesuai Rencana Fembangunan 

Jangka Menengah dalam bentuk roadmap.



(2) Perencanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan untuk:
a. merencanakan perubahan perilaku higiene dan sanitasi;
b. mcmantau tcrjadinya perubahan perilaku; dan
c. mengevaluasi hasil perubahan

BAB IV
PELAKSANAAN 

Pasal 4
(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri 

dengan berpedoman pada pilar STBM.
(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri atas 

perilaku:
a. SBS dengan Semangat Baja;
b. Cud Tangan Pakai Sabun di air yang mengalir,
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditujukan untuk memutus mata rantai 
penularanpenyakit dan keracunan.

Pasal 5
(1) Perilaku SBS dengan Semangat Baja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling 
sedikit terdiri atas:
a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang 

dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia 
sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan

b. menyediakan dan memelihara sarana buang air 
besar yang memenuhi standar dan pcrsyaratan 
kesehatan.

(2) Perilaku Cud Tangan Pakai Sabun 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 
diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
a. membudayakan perilaku cudtangan dengan air 

bersih yang mengalir dan sabun secara 
berkelanjutan; dan

b. menyediakan dan memelihara sarana cudtangan 
yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan 
saluran pembuangan air limbah.

(3) Perilaku Pengclolaan Air Minum dan Makanan Rumah 
Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) 
huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit 
terdiri atas:
a. membudayakan perilaku pengolahan air layak 

minum dan makanan yang aman dan bersih secara 
berkelanjutan; dan

b. menyediakandanmemeliharatempatpengolahanair 
minum danmakanan rumah tangga yang sehat.

(4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d 
diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :



a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah 
tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang 
sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;

b. melakukan pengurangan (reducdj, penggunaan 
kembali (reused, dan pengolahan kembali {recycle^; 
dan

c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan 
sampah rumah tangga di luar rumah.

(5) Perilaku Pengamanan limbah Cair rumah Tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e 
diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah 

tangga melalui sumur resapan dan sarana 
pembuangan air limbah;

b. menyediakan dan menggunakan penam pungan 
limbah cair rumah tangga; dan

c. memelihara saluran pembuangan dan 
penampungan air limbah cair rumah tangga.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5) tercantum dalam 
Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
(1) Dalam Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh tcnaga kesehatan, kader, relawan 
dan/atau masyarakat yang telah berhasil 
mengembangkan STBM.

(3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diarahkan untuk 
memberikan kemampuan dalam:
a. Merencanakan perubahan perilaku
b. Memantau teijadinya perubahan perilaku; dan
c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earn Pemicuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat(l), ayat(2) dan ayat(3) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk 
kelompok dan membuat rcneana kerja pelaksanaan STBM sesuai 
kebutuhan.

Pasal 8
(lj Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 

(lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan 
kepada masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/ 
atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana keija 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



(1)
Pasal 9

Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi 
sanitasi total atau salah satu pilar dalam 
pcnyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim 
Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan 
pelaksanaan STBM.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah yangterdiri atas 
unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM di Daerah 
bertanggungjawab dalam:
a. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
b. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
c. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/ atau
d. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan 

edukasi.

Pasal 11
Pferan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM meliputi:
a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan 

STBM;
b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, 

jejaiing keija, dan kemitraan dalam rangka 
pengembangan penyelenggaraan STBM;

c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan 
masyarakat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan 

edukasi.

Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM 

mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan.
(2) Strategi penyclenggaran STBM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:
a. Penciptaan lingkungan yang kondusif;
b. Peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi.

(3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya 
menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya 
kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, 
regulasi, dankemitraan dari pemerintah, masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, 
institusi keagamaan, dan swasta.

(4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya 
meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju 
perubahan perilaku yang hygvenis dan saniter.



(5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya 
meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses 
terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan 
terjangkau masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mcngenai stratcgi penyelenggaraan STBM 
sebagaimana dirnaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Keija STBM.
(2) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Daerah 

dapat melibatkan
a. tenagaahli;
b. lembaga pendidikan;
c. lembaga donor,dan
d. swasta;

(3) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 14
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

STBM di Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 
penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
a. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
b. Keberhasilan penyelenggaraan STBM;
c. Permasalahan yang dihadapi; dan
d. Dampak penyelenggaraan STBM.

(3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang kesehatan.

Pasal 14
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui sistem informasi 
pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
a. pengumpulan data dan informasi;
b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
c. pelaporan dan pemberian umpan balik

(2) Tata earn pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEM BINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15
(1) Bupati mclaksanakan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan STBM di Daerah.



(2) Fembinaan pcnyelenggaraan STBM di Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rrangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

(3) Pengawasan pcnyelenggaraan STBM di Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ferangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang...

(4) Fembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a sosialisasi;
b. penyuluhan;
c. edukasi; dan
d. pemicu mengenai STBM.

Pasal 16
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terutama diarahkan terhadap:
a. pcnyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
b. pelaksanaan dukungan pcnyelenggaraan STBM; dan
c. pengelolaan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung 

pcnyelenggaraan STBM.

BAB vn 
PENDANAAN

Pasal 17
Pendanaan penyelenggaraan STBM yang diatur dalam Feraturan 
Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Rndapatan dan Belanja 
Daerah, Anggaran Rndapatan dan Belanja Desa dan sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal 
daerah.

BAB vn 
PENUTUP

Pasal 18
Rraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal 11 Desember 2024

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO KUALA,
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2. Waktu Verifikasi
Kegiatan verifikasi dilakukan setelah diterimanya laporan 
bahwa suatu wilayah telah menyatakan 100% (seratus 
persen) komunitas menjalankan 5 Pilar STBM secara sekaligus 
atau komunitas yang telah menjalankan salah satu pilar 
tertentu dan mencapai 100% (seratus persen).

3. Cara Melakukan Verifikasi
Kegiatan verifikasi dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam 
tentang pencapaian Pilar STBM.
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